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Demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah 

mengesahkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-

undang Desa telah menjadikan desa sebagai instansi sentral dari sebuah 

perubahan. Desa juga mendapatkan otonomi untuk mengatur keuangannya 

sendiri. Pemerintah juga mengalokasikan sejumlah dana dari RAPBN untuk untuk 

membangun desa, melaksanakan pemerintahan, membina dan memberdayakan 

masyarakat. Namun, dalam kenyataanya, ada banyak masalah pengelolaan dana 

desa yang tidak sesuai dengan Undang-undang Desa. Banyak praktik korupsi dana 

desa di mana-mana. Berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan, banyak 

pengelola keuangan desa belum memahami Undang-undang Desa dengan baik. 

Karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk: 1) karya ilmiah ini ditulis untuk 

menjelaskan bagaimana pengelolan dana desa yang berpedoman pada Undang-

Undang tenatang Desa. 2) menambah wawasan tentang pengelolaan dana desa, 3) 

mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berdasarkan 

Undang-undang Desa. 

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang 

berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya penelitian 

ini menemukan bahwa Undang-undang Desa adalah aturan yang lengkap dan bisa 

mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang merata mulai dari desa. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa para pengelola keuangan desa harus benar-

benar menguasai Undang-undang Desa dan memahami prinsip-prinsip 

pengelolaan dana desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran. 

Kata kunci: Kesejahteraan rakyat, Undang-undang Desa, Dana Desa, 

Partisipatif, Akuntabilitas, Disiplin anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Robertus Yanuari.Accountability For The Management Of Village Founds 

Based On The Law On Villages.Thesis. Bachelor's Program. Catholic Religious 

Philosophy Study Program, Ledalero College of Catholic Philosophy. 2022. 

 

The government has passed Law number 6 of 2014 concerning Villages to realize 

social justice and society welfare. The Village Law has made the village the 

central agency of a change. Villages also get autonomy to manage their own 

finances. The government also allocates a number of funds from the state budget 

plan to develop villages, implement governance, foster and empower 

communities. However, in reality, there are many problems with managing village 

funds that are not in accordance with the Village Law. There are many corrupt 

practices of village funds everywhere. Based on the facts found in the field, many 

village financial managers do not comprehend the Village Law well.  

Therefore, this research aims to: 1) This scientific research is written to find out 

how the management of village funds is guided by the village law.2) add insight 

into the management of village funds, 3) promote the principle of accountability 

in the management of village funds based on the Village Law. 

This study uses the literature review method. The data used in this study were 

sourced from books, journals, and scientific articles related to the accountability 

of village fund management. Furthermore, this research found that the Village 

Law is a complete rule and can realize people's welfare and equitable 

development starting from the village. 

The conclusion of this study is village financial managers must really master the 

Village Law and understand the principles of managing village funds, namely 

being transparent, accountable, participatory and carried out in an orderly and 

budgetary discipline.  

Keywords: Society welfare, Village Law, Village Fund, Participatory principle, 

Accountability, Budgetary Discipline. 


